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. PARA PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dalam
Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017 diajukan oleh Hans Wilson Wader dkk,
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Latifah Anum Siregar dkk.

. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian
materiil atas Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110
KUHP.

. BATU UJI

Bahwa Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP
dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28,
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan
konstitusional Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108

dan Pasal 110 KUHP, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) Bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107
KUHP, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan memutus
konstitusionalitas Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 KUHP dalam Putusan
MK sebelumnya yaitu Putusan No. 7/PUU-XV/2017 tanggal 31 Januari 2018.
Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam
Putusan MK No. No. 7/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap
dalil permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 104, Pasal

106 dan Pasal 107 KUHP.



2) Bahwa sepanjang berkenaan dengan Pasal 108 KUHP, ketidakjelasan frasa
“pemberontakan” harus dipahami dalam satu kesatuan norma, bukan
hanya memaknai satu penggalan kata secara berdiri sendiri/terpisah dari
kata-kata lain sehingga tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan
sepanjang berkenaan dengan Pasal 110 KUHP, ketentuan tersebut hanya
mempertegas pemberlakuan ancaman pidana yang sama dengan ancaman
yang diberlakukan terhadap kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal
106, Pasal 107, dan pasal 108 KUHP sehingga tidak beralasan menurut
hukum.

E. AMAR PUTUSAN
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas,
MK dalam Amar Putusannya menyatakan:
1) Pokok permohonan Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal
104, Pasal 106 dan Pasal 107 KUHP tidak dapat diterima.
2) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

F. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat
serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan
dan bersifat erga omnes (berlaku bagi seluruh pihak) yang wajib dipatuhi
dan dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor
28/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan Para Pemohon terhadap
Pengujian Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP
mengandung arti bahwa Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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